
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hambatan-hambatandalampelaksanaanpendaftarantanah di Desa Bukit

PelaksanaanpendaftaranTanah Hak Milik di Desa Bukit Melintang Kecamatan

Kuok Kabupaten Kampar baik secara sistematis maupun spradik belum sesuai

dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, karena

masih banyak warga yang belum mengurus sertifikat terhadap tanah yang

dikuasainya.

2. MelintangKecamatan Kuok Kabupaten Kampar yaitu :

a. SebagianbesarpermohonanHakMilik yang diajukanke Kantor

BadanPertanahanNasionalKabupaten Kampar

seringterdapatkekuranganpersyaratansebagaimanaketentuan yang

telahditentukanolehperaturanperundang-undangan.

b. Padawaktupengisianformulirpermohonantidakdisidenganlengkapatautidaks

esuaidengandokumenatauberkas yang dilampirkan,

sebagaicontohpadapengisiansempadantanahpemohontidakmelakukanpengi

siansesuaidengankeadaannyatadilapangansehinggamenimbulkanpermasala

handalampemetaan.

c. PadasaatPemohonmengajukanpermohonanpendaftarantanah,

Pemohontidakmenyertakandokumententangriwayatkepemilikantanah yang

dapatdijadikandasarpenguasaantanah (alas hak),
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padahalriwayatkepemilikantanahtersebutsangatlahpentinguntukdapatmelan

jutkan proses penerbitansertifikatdanmutlakdiperlukan.

d. Apabilatanahtersebutmerupakantanahwarisan,

pemohontidakmelampirkanketeranganahliwarisdanatauSuratKuasadariahli

warisdengandisaksikanolehdua orang

saksidandiketahuiolehKepalaDesasertakelengkapanadministrasisepertiKart

uKeluargadanKartuIdentitas (KTP).

e. Terdapatperbedaanhasilpengukuranantaradokumen Alas

Hakdenganhasilpengukuran yang dilakukanolehtim survey BPN Kampar.

f. Keterbatasanjumlahpersonel PNS (PegawaiNegeriSipil) pada Kantor BPN

Kabupaten Kampar

dalammenjalankantugasdanfungsinyasehinggatidakseimbangdengan

volume pekerjaan yang ada.

B. Saran

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Desa Bukit Melintang

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar seharusnya mengoptimalkan fungsi lembaga

Desa sebagai penghubung administratif masyarakat Desa Bukit Melintang dengan

BPN Kabupaten Kampar agar masyarakat lebih mudah dalam urusan administrasi

pengurusan kepemilikan tanah, pemerintahan Desa juga harus melakukan

sosialisasi pentingnya pengurusan Pendaftaran Tanah kepada masyarakat.


